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BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepal:. Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalpng (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun



1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor 4416}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Incdonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;



25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O1
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pok>k-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
Z

© N oo

9.

Daerah adalah Kabupaten Tapin.

Pemerintahan  daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai wunsure
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.

Bupati adalah Bupati Tapin.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Peraturan daerah ‘adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan
yang  dikelola oleh  pemerintah  pusat/daerah  yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasinya
dalam dalam satu periode pelaporan.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.

Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali bauk
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekutas
pada tanggal tertentu.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi da/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset.dan kewajiban pemerintah.

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas
sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan
transitoris yang @ menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan’' saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah
selama periode tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah pejelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran,
neraca dan laporan arus kas.



BAB 11
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan = ...l Rp. 651.081.523.405,00
b. Belanja = = Rp. 603.180.117.544,11
Surplus/(Defisit) ......ccocveuieiieiennnnes Rp. 47.901.405.860,89
c. Pembiayaan
- Penerimaan  suesisesssseacssassanece Rp. 97.235.666.799,49
- Pengeluaran  scascssaomsmenses “Rp. 26.940.521.399,00
Surplus/(Defisit) ... Rp. 70.295.145.400,49
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 50.334.058.967,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah
perubahan Rp. 600.747.464.438,00
b. Realisasi Rp. 651.081.523.405,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 50.334.058.967,00

(2) Selisih anggaran c:iengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (67.922.242.583,89) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 671.102.360.128,00
b. Realisasi Rp. 603.180.117.544,11
Selisih lebih/(kurang) Rp. (67.922.242.583,89)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. (22.453.489.829,11) dengan rincian sebagai berikut :



a. Surplus/defisit setelah
perubahan Rp. (70.354.895.690,00)
b. Realisasi Rp. 47.901.405.860,89
Selisih lebih/(kurang) Rp. (22.453.489.829,11)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp.60.177.790,51) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah perubahan Rp. 97.295.844.590,00
b. Realisasi Rp. 97.235.666.799,49
Selisih lebih/(kurang) Rp. (60.177.790,51)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah (Rp. 427.501,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan  Rp. 26.940.948.900,00
b. Realisasi Rp. 26.940.521.399,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (427.501,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp. 59.750.289,51) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 70.354.895.690,00
b. Realisasi Rp. 70.295.145.400,49
Selisih lebih/(kurang) Rp. (59.750.289,51)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per
31 Desember 2011 sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp.1.511.828.520.700,51

b. jumiah kewajiban '; Rp. 0,00

c. Jumlah ekuitas dana Rp.1.511.828.520.700,51
Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2011 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2011 Rp 95.795.844.590,49
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi  Rp. 222.858.553.730,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi

non keuangan Rp (175.136.373.206,11)
d. Arus kas bersih dari aktivitas

pembiayaan Rp. (25.500.699.190,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas non

anggaran Rp. 179.225.337,00

f. Saldo akhir kas per 31 Desember 2011  Rp. 118.196.551.261,38



Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi
baik secara kuantatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran [.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran [.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran [.10 :

Lampiran 1.11 :
Lampiran 1.12 :

b. Lampiran 11
¢. Lampiran 111
d. Lampiran IV

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan  pemerintahan  daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselerasan dan keterpaduan wurusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan
aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaitkan sampai dengan akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;.

Neraca;
Laporan arus kas;
Catatan atas laporan keuangan.



Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dari :

a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan

b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 September 2012

Diundangkan di Rantgu
_pada tanggal 17 September 2012




